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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tugas Akhir
Setiap perusahaan yang didirikan ingin mencapai tujuan tertentu, yaitu

memproduksi barang, mengekspor barang melalui kegiatan usaha dimana
perusahaan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang
Jadi serta memperoleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. CV XYZ
adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memenuhi syarat
subjek pajak. Adapun kegiatan perusahaan ini adalah bergerak di bidang
penjualan barang dagang. Kegiatan penjualan barang dagang yang dilakukan
adalah penjualan susu bubuk yang diformulasikan secara khusus dengan varian
rasa vanila dan coklat. Seluruh barang yang siap dijual akan dikenakan PPN.

Pembelian yang terjadi di CV XYZ sebagian besar juga dikenakan PPN.

Menurut Soemitro dalam Sutedi (2022), pajak adalah iuran wajib kepada
negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan
sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar aktivitas negara
tidak dapat dilaksanakan., Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021 telah resmi
menetapkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP)
menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi
Perpajakan dirancang sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi
berkelanjutan dan membantu percepatan sektor perekonomian, hal ini
memerlukan strategi anggaran yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran

dan peningkatan tarif pajak (Noor, 2021).

Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Peranan PPN dalam mendukung penerimaan pajak

sangat signifikan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas
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konsumsi barang/jasa, meskipun pengenaanya dapat dilakukan pada setiap
rangkaian produksi, distribusi, maupun pemasaran barang/jasa. Sistem
pemungutan PPN di Indonesia adalah self assessment system yang berarti wajib
pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan
melaporkan sendiri atas pajak yang terutang terhadap negara. Hal ini merupakan
cara paling mudah yang dilakukan pemerintah dalam memungut pajak. Subjek

dan objek pajak saat melakukan pemungutan pajak harus jelas.

Subjek PPN adalah PKP. PKP merupakan pengusaha yang melakukan
kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak
(JKP) yang telah dikukuhkan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta
memiliki omset usaha sebesar 4,8 miliar atau lebih per tahun. Kewajiban PKP
yaitu memungut PPN yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar
serta melaporan PPN. Menghitung besarnya PPN yang terutang perlu adanya
dasar pengenaan pajak (DPP), yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu, harga

jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor.

PKP wajib menghitung PPN terutang setiap akhir masa pajak. Hal itu
dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang dapat dihitung dengan
cara mencari selisih antara Pajak keluaran dengan Pajak Masukan, jika pajak
keluaran lebih besar maka selisih tersebut merupakan jumlah pajak terutang yang
harus disetorkan kepada negara. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada
bulan tersebut dapat dikreditkan maksimal 3 bulan setelah akhir masa pajak.
Namun, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisih
tersebut merupakan hak PKP yang dapat diminta kembali (restitusi) atau bisa

juga dikompensasikan pada PPN terutang dalam masa pajak berikutnya.

PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas
penyerahan BKP dan/atau JKP. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem
faktur, sehingga atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib dibuatkan faktur pajak

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

sebagai bukti transaksi. Fungsi dari faktur pajak bagi yang membuat discbut

faktur pajak keluaran dan bagi yang menerima discbut faktur pajak masukan.

PKP juga wajib melaporkan SPT Masa PPN secara berkala paling lambat
akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan
sesuai dengan peraturan maka akan dikenakan sanksi. Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) memberikan kemudahan teknis bagi wajib pajak dalam melaporkan
kewajiban perpajakannya melalui situs resmi pemerintah yang dapat diakses
melalui internet dan dapat digunakan olech semua kalangan wajib pajak.
Pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui web based e-faktur yang telah

disediakan.

CV XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan
barang dagang maka penerapan pemungutan PPN mulai dari perhitungan,
penyetoran, dan pelaporan harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data
wajib pajak dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif yang digunakan
juga harus berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Berdasarkan uraian latar
belakang diatas, maka perlu diadakan observasi yang berkaitan dengan PPN pada
CV XYZ dengan judul: “Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus pada CV XYZ”

. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
cakupan pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: “Bagaimana
mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak PPN yang dilakukan di
CV XYZ, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN?
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C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir
Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui
mekanisme pemungutan PPN di CV XYZ mulai dari perhitungan, penyetoran,
sampai dengan pelaporannya, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa.

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan laporan TA ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Melalui observasi ini, penulis dapat menarasikan teori maupun praktik
berkaitan dengan PPN yang telah diperoleh selama kuliah dan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Bagi perusahaan
Hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai kajian serta masukan untuk
mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di perusahaan
tersebut.

3. Bagi pihak lain
Observasi ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, serta dapat
dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak yang akan melakukan observasi

dengan objek yang hampir sama dimasa yang akan datang.
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BAB II
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kctentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk Keperluan negara bagi kemakmuran
rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi merupakan transfer sumber daya dari
sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini menjelaskan bahwa kehadiran
pajak dapat mengubah dua situasi. Pertama, berkurangnya kemampuan
individu dalam mengendalikan sumber daya untuk kepentingan barang dan
jasa. Kedua, meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk menyediakan barang
dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2022). Pajak
menurut Andriani dalam Mustagiem (2014), merupakan iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam Mustagiem (2014), pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapatkan Kkontrasepsi yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
dikoreksi menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada

kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.
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Pajak menurut Soeparman dalam mustaqiem (2014), bahwa pajak
merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Secara umum pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, schingga dapat

dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Fungsi Perpajakan

Menurut Cindy (2023), pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara

karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan Indonesia

sehingga memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran
Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk
membiayai pengeluaran- pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-
tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

b) Fungsi Mengatur
Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah memberikan keringanan pajak
guna meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun
luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas
Pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan
sechingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.
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3. Syarat Pemungutan Perpajakan

Due (2022) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a) Syarat Keadilan
Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum, merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing.

b) Syarat Yuridis
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun
warganya.

¢) Syarat Ekonomis
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun  perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan
perekonomian masyarakat.

d) Syarat Finansial
Pemungutan pajak harus efisien artinya pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Syarat Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajaknya, syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-

undang perpajakan yang baru.

4. Pembagian Hukum Pajak
Menurut Sutedi (2022), hukum pajak mengatur hubungan antara fiskus selaku
pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, sehingga hukum pajak
dibedakan menjadi 2, yaitu:
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a) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah
utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan cvaluasi. Hukum pajak
formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan
pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding.
Contoh hukum pajak formal yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
b) Hukum Pajak Material

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan
objek pajak, subjek pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta
berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak
material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh).

5. Pengelompokan Perpajakan
Menurut Mardiasmo dalam Siregar (2018), pajak dikelompokkan menjadi 3
bagian yaitu:
a) Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak
langsung melekat pada wajib pajak sehingga hak dan kewajibannya
tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh: PPh.

2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada
pihak lain artinya pembayaran pajak dapat diwakilkan oleh pihak lain.
Contoh: PPN.

b) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam
arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh

b) Pajak Objektif, pajak yang berdasarkan pada kondisi objek, tanpa

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak objektif dikenakan
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jika penghasilan telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang
yang berlaku. Contoh: PPN dan PPnBM.
¢) Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut olch pemerintah pusat melalui
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan disctorkan langsung ke negara.
Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan
untuk pembangunan negeri. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea
Materai.

b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh
pemerintah daerah tingkat provinsi atau kota. Hasil dari pungutan jenis
ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dacrah.

Jenis Pajak Provinsi: PBB, PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, dan pajak penerangan jalan.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut  Sulistyowati et al (2018), stelsel pajak merupakan sistem

pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang

harus dibayar oleh wajib pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan
stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

a) Stelsel Nyata (riil), berarti pemungutan pajak berdasarkan barang atau
penghasilan yang diperoleh pada setiap tahun atau masa pajak. Oleh
karena itu, besarnya pajak dapat dihitung pada akhir tahun atau masa
pajak karena penghasilan yang sebenarnya akan dapat diketahui setelah
akhir tahun atau masa pajak tersebut.

b) Stelsel Anggapan (fiktif), adalah stelsel yang mendasarkan pemungutan
pajak pada suatu asumsi atau fiksi. Misal dalam kaitannya dengan pajak
penghasilan, umunya asumsi yang digunakan adalah penghasilan tahun

sekarang atau tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun lalu. Dalam
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stelsel anggapan, besarnya pajak yang harus ditetapkan berdasarkan pada
suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c) Stelsel Campuran, adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel
fiktif. Stelsel campuran pada awal tahun ditentukan jumlah pajak
berdasarkan jumlah anggapan tertentu kemudian sctelah tahun pajak
berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata. Apabila ternyata
pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus membayar pajak
yang masih terutang. Apabila pajak yang dibayarkan berlebih, maka wajib

pajak berhak mengambil kelebihan tersebut.

7. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Sulistyowati et al (2018), pemungutuan pajak

memiliki tiga azas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a) Azas Domisili, pemungutan pajak yang menjadi dasar pemungutannya
adalah tempat tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang
dimana kebangsaanya dan tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan
pajak. Jadi apabila wajib pajak asing tinggal di negara yang menganut
azas domisili akan terkena pajak dari negara tersebut.

b) Azas Sumber, yaitu pemungutan pajak dengan melihat objek pajak
tersebut bersumber dari mana, jadi apabila terdapat sumber penghasilan
dari suatu negara, maka negara tersebut yang berhak memungut pajak
tanpa menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.

c) Azas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

8. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Due (2022), sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi

menjadi tiga, yaitu:
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a) Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk
menentukan besaran pajak terutang pada fiskus oleh wajib pajak yang
bersifat pasif. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak
daerah lainnya.

b) Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dan fiskus tidak
ikut campur namun hanya mengawasi saja. Contoh: PPh dan PPN

c) Withholding Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya
pajak terutang. Definisi lainnya adalah pemotongan pajak yang dilakukan
oleh bendahara instansi. Contoh: PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Final, dan
PPN.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa
di Daerah Pabean yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun
badan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pertambahan
nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi pada setiap jalur
perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan barang
dagangan serta pemberian pelayanan jasa.

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang
dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan
yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Penjual berkewajiban memungut,
menyetor, dan melaporkan PPN namun pihak yang membayar PPN adalah

konsumen akhir.

11

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan
dilaporkan oleh pihak penjual yang telah dikukuhkan scbagai PKP. Batas
waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah sctiap akhir bulan berikutnya.
Sejak tanggal 1 Juli 2016 PKP diwajibkan membuat faktur pajak elektronik
sebagai persyaratan pelaporan SPT Masa PPN,

. Subjek PPN

Subjek PPN adalah PKP baik orang pribadi maupun badan yang dalam
kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar

daerah pabean.

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau
JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya.
PKP dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang berupa Perseroan
Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), maupun bentuk usaha lainnya.
Instansi pemerintahan dalam hal melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam
rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah, maka dapat termasuk dalam
pengertian bentuk usaha lainnya sebagai pengusaha. Apabila dalam satu masa
pajak dalam setahun memperoleh peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000
atau lebih, maka pengusaha telah memenuhi syarat sebagai PKP sehingga
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-
lambatnya bulan berikutnya. Sedangkan, bagi wajib pajak yang memiliki
omset dibawah 4,8 miliar dapat memilih untuk melaporkan usahanya namun

tidak diwajibkan.

. Objek PPN

Sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan
Nilai, PPN dikenakan atas:

a) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
b) Impor BKP.

12
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c¢) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pebean yang dilakukan oleh pengusaha.

d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Dacrah Pabean di dalam
Daerah Pabean.

e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Dacrah Pabean.

f) Ekspor BKP Berwujud olch PKP.

g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.

h) Ekspor JKP oleh PKP,

. Bukan Objek PPN
Berdasarkan UU HPP pasal 4A ayat (2) barang yang tidak dikenakan PPN

adalah sebagai berikut:

a) makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah, warung dan
sejenisnya, meliputi makan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau ketering, dan

b) uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat

berharga.

. Jasa yang tidak dikenai PPN
Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU HPP Pasal 16B Kluster

PPN antara lain:

a) Jasa keagamaan;

b) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum;

¢) Jasa kesenian dan hiburan;

d) Jasa perhotelan;

e) Jasa penyedia tempat parker; dan

f) Jasa boga atau ketering.

"
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6. Barang dan Jasa yang dibebaskan dari PPN
Berdasarkan UU HPP Pasal 16B ayat (la) tentang fasilitas PPN, beberapa
barang dan jasa Pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dalam pengenaan
PPN antara lain sebagai berikut:
a) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
b) jasa pelayanan keschatan medis, meliputi:
1) jasa kesehatan tertentu
2) jasa kesehatan yang ditanggung olch jaminan kesehatan nasional
¢) jasa pelayanan sosial,
d) jasa keuangan,
€) jasa asuransi,
f) jasa pendidikan,
g) jasa angkutan umum di darat, di air serta jasa angkutan udara dalam negeri
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, dan

h) jasa tenaga kerja

7. Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
a) Tarif PPN
Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1), yaitu tarif PPN terdiri dari:
1) tarif PPN yaitu sebesar 11% yang berlaku sejak 1 April 2022,
2) tarif PPN 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025,
3) tarif PPN 0% diterapkan atas:
a. ekspor BKP Berwujud,
b. ekspor BKP Tidak Berwujud, dan
c. ekspor JKP.
4) Tarif PPN besaran tertentu:
a. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sebesar 2,2%,
b. PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebesar 1,1%,

dan
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b)

¢. PPN atas penyerahan jasa perjalanan ke tempat lain dalam

perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dirinci
sebesar 0,55%.

5) Tarif PPN DPP Nilai Lain contohnya PPN atas penyerahan hasil

tembakau sebesar 9,9%.

Pada Pasal 7 ayat (1) terkait perubahan tarif PPN diatur dengan
PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam
penyusunan Rancangan APBN. Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari
10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan
penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu
dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin,

bantuan sosial dan lain-lain.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai
impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang
digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang, sesuai dengan UU
No. 11 Tahun 2020 sebagai berikut:

1) Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang

diminta dalam penyerahan BKP.

Harga Jual =
Nilai berupa uang + Semua Biaya — Potongan Harga Faktur Pajak

2) Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa, tidak termasuk PPN

dan potongan harga yang tidak dicantumkan dalam faktur pajak.

Harga Jual =
Nilai berupa uang + Semua Biaya — Potongan Harga Faktur Pajak

15

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

3) Nilai Impor yang menjadi DPP adalah harga impor atau Cost
Insurance Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk

ditambah biaya lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan pabean.

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk dan Bea Tambahan

4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta oleh ekspotir. Karena harga jual atau penggantian sulit untuk
ditetapkan, maka Menteri Keuangan menentukan nilai lain sebagai

DPP.

5) Nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak
terutang.

8. DPP Nilai Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2015 tentang

nilai lain sebagai DPP, nilai lain ditetapkan sebagai berikut:

a) Pemakaian Sendiri BKP dan/atau JKP, yaitu harga jual atau penggantian
dikurangi laba kotor.

b) Pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP, yaitu harga jual atau
penggantian setelah dikurangi laba kotor.

c) Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

d) BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjual belikan.

9. Faktur Pajak

Menurut Pumomo dan Soerjatno (2021), faktur pajak adalah bukti
pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP

atau penyerahan JKP, terdapat beberapa jenis Faktur Pajak yaitu sebagai
berikut:
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10.

a)

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak berbentuk kuarto yang dibuat

oleh PKP. Faktur pajak standar harus memuat keterangan sebagai berikut:

1) nama, alamat,dan NPWP milik PKP

2) nama, alamat, dan NPWP pembeli barang/jasa

3) jenis barang atau jasa kena pajak, jumlah, harga jual, dan pemotongan
harga.

4) pajak pertambahan nilai

5) pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut

6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

7) nama dan tanda tangan orang yang berhak menandatangani faktur

pajak.

b) Faktur Pajak Gabungan merupakan faktur pajak yang meliputi seluruh
penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama
satu bulan.

¢) Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang fungsinya sama dengan
faktur pajak standar, biasanya diserahkan kepada pembeli atau pengguna
jasa hanya dlam bentuk sobekan kecil. Contoh faktur pajak sederhana.

d) Dokumen tertentu adalah dokumen tertentu yang dapat dipersamakan
kedudukannya sebagai faktur pajak.

¢) Faktur Pajak dengan penomoran berbeda biasanya digunakan oleh PKP
pedagang eceran BKP.

Saat Terutang PPN

Terjadinya PPN terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan

JKP atau pada saat impor BKP. Namun apabila pembayaran diterima sebelum

penyerahan BKPdan/atau JKP, maka prinsip diatas berubah sehingga waktu

jatuh tempo pembayaran adalah pada saat pembayaran itu dilakukan. Apabila

permbayaran merupakan pembayaran sebagian atau uang muka pembayaran

maka PPN yang dibayarkan sebelum penyerahan dihitung berdasarkan

pembayaran yang dilakukan dan PPN yang dibayarkan pada saat terjadinya
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11.

uang muka pembayaran atau pembayaran dihitung berdasarkan jumlah PPN

yang harus dibayar pada saat pengiriman.

Karakteristik PPN

Beberapa karakteristik PPN menurut Sulistyowati et al (2018) adalah sebagai

berikut:

a) Pajak Objektif
PPN bersifat objektif karena pengenaan atau pemungutannya ditekankan
pada objeknya bukan subjeknya.

b) Pajak Tidak Langsung
PPN tergolong kedalam Pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak
terletak pada orang/badan yang mengonsumsi BKP dan/atau JKP
(konsumen), sedangkan penanggung jawab atas pembayaran PPN ke kas
negara adalah Penjual BKP atau penyelenggara JKP.

¢) Netralitas
Netralisasi pemungutan PPN terbentuk karena 2 faktor, yaitu:
1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa kena pajak,
2) Pemungutannya PPN menganut prinsip, tempat, dan tujuan.

d) Credit Metod
PPN merupakan pajak yang dapat dikreditkan dengan memperhitungkan
selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran.

e) Multi Stage Tax
Pengenaan PPN dilakukan secara berjenjang dari satu mata rantai produksi
atau distribusi kepada mata rantai selanjutnya.

f) Non Kumulatif
PPN bersifat tidak kumulatif karena pengenaan pajak hanya pada nilai
tambahan barang dan jasa kena pajak saja, schingga tidak terjadi

pengenaan pajak berganda.
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BAB 111
METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:
1. Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap objek pajak yang

akan dikaji yaitu tentang pemungutan PPN di KKP [lari Triwanta pada CV
XYZ.

2. Inspeksi Dokumen
Teknik pengumpulan data inspeksi dokumen adalah kegiatan yang terperinci
atas catatan, dokumen, dan pemeriksaan fisik untuk mencntukan keaslian
dokumen berkaitan dengan masalah yang diamati penulis. Penulis

mengumpulkan data dari hasil pemungutan PPN pada CV XYZ.

B. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam observasi ini adalah data primer.
Data primer yaitu data yang diperoleh sendiri oleh penulis secara langsung dari
sumber pertama, Dalam hal ini data primer yang penulis peroleh yaitu data yang

berhubungan dengan pemungutan PPN.

C. Tempat dan Waktu Observasi
1. Tempat Observasi
Observasi dilakukan di KKP Hari Triwanta yang beralamat di Hotel Prima SR
Lantai 3, JI. Magelang Km. 11, Dukuh, Tridadi, Sleman
2. Waktu Observasi
Observasi diselesaikan dalam waktu selama 4 bulan terhitung mulai dari 19
Januari 2024 sampai dengan 22 Mei 2024.

D. Teknik Analisis Data
Observasi ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu
interpretasi data dilakukan hanya sebatas pada masalah yang diamati

berdasarkan data yang dikumpulkan untuk keperluan kajian sehingga dapat
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memberikan gambaran mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan

PPN di CV XYZ. Berikut ini merupaka tahapan yang ditempuh penulis dalam

mengalisis data:

1. Mengumpulkan data yang berupa data penjualan dan pembelian yang

dikenakan PPN.

2. Melakukan analisis perhitungan yaitu dengan cara menghitung PPN
Keluaran dan PPN Masukan menggunakan tarif yang sesuai terhadap
peraturan yang berlaku, serta menghitung PPN Kurang/Lebih bayar.

3. Menguji kepatuhan penyetoran PPN Terutang dan pelaporan SPT Masa
PPN.

4, Menganalisis mengenai teknis penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.
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BAB 1V
PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

A. Perhitungan PPN
Observasi yang dilakukan berfokus pada pembelian dan penjualan

barang dagang susu bubuk yang dilakukan olch CV XYZ. Barang dagang
tersebut termasuk BKP di mana DPP yang digunakan dalam perhitungan
terhadap PPN adalah harga jual. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan
pajak adalah harga jual bruto, sehingga perlu menghitung DPP terlebih dahulu

sebelum menghitung PPN. Cara untuk mengetahui DPP dapat dirumuskan

sebagai berikut:

DPP =100/111 x Harga Jual Bruto

Tarif pajak pertambahan nilai menggunakan tarif yang sesuai dengan
Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV
pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar 11%. PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah
istilah dalam PPN yang berfungsi untuk menghitung besarnya PPN yang harus
disetorkan kepada negara. PPN Masukan adalah PPN yang harus dibayar PKP
atas transaksi Pembelian BKP atau Penerimaan JKP. CV XYZ menerima faktur
pajak sebagai bukti pemungutan PPN dari pihak Penjual. Pajak Masukan dapat

dihitung dengan rumus dibawah ini:

Pajak Masukan = 11% x DPP
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Perhitungan PPN Masukan bulan September 2023:
PPN Masukan = 11% x DPP
=11% x Rp1.262.466.392
=Rp138.871.303

Perhitungan PPN Masukan bulan Januari sampai dengan Desember 2023

menggunakan rumus diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perhitungan PPN Masukan atas Pembelian selama Tahun 2023
Masa Pajak DPP PPN (11%)
Januari Rp 1.465.269.680 | Rp 161.179.661
Februari Rp 1.984.123.447 | Rp 218.253.576
Maret Rp 1.257.237.047 | Rp 138.296.072
April Rp  887.079.116 | Rp  97.578.701
Mei Rp 1.956.080.277 | Rp 215.168.826
Juni Rp 1.067.891.760 | Rp 117.468.089
Juli Rp 1.413.465.629 | Rp 155.481.216
Agustus Rp 2.293.657.326 | Rp 252.302.302
September Rp 1.262.466.392 | Rp 138.871.303
Oktober Rp 1.037.919.876 | Rp 114.171.185
November Rp 1.426.064.434 | Rp 156.867.085
Desember Rp 1.592.363.665 | Rp 175.159.998
Total Rp 17.643.618.649 | Rp 1.940.798.014

Sumber data: diolah penulis, 2024.

Pada perhitungan PPN Masukan yang dilakukan CV XYZ hasil tersebut
diperoleh dari menghitung tarif PPN sebesar 11% dikalikan dengan DPP.
Jumlah Pembelian yang terjadi selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp
17.643.618.649 dengan pajak masukan sebesar Rp 1.940.789.014. Selain itu
terdapat Pajak Masukan atas impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan

sehingga tidak penulis cantumkan dalam data diatas. Perhitungan Pajak
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Masukan pada CV XYZ sudah dilakukan dengan benar dan sesuai UU Nomor 7
Tahun 2021.

PPN Keluaran adalah PPN yang wajib dipungut olch PKP yang

melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Rumus untuk menghitung besarnya

Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan.

Perhitungan PPN Keluaran bulan September 2023:
PPN Keluaran = 11% x DPP
=11% x Rp658.552.288
=Rp72.440.751

Perhitungan PPN Keluaran bulan Januari sampai dengan Desember 2023

menggunakan rumus diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Perhitungan PPN Keluaran atas Penjualan selama Tahun 2023

Masa DPP PPN (11%)
Januari Rp 2.681.138.515 Rp 294.925.225
Februari Rp 2.172.645.373 Rp 238.990.991

Maret Rp 1.980.887.387 Rp 217.897.613

April Rp 1.504.864.865 Rp 165.535.135

Mei Rp 3.137.397.297 Rp 345.113.703

Juni Rp 1.635.531.532 Rp 179.908.468

Juli Rp 2.028.770.270 Rp 223.164.730
Agustus Rp 2.846.938.739 Rp 313.163.251
September Rp  658.552.288 Rp  72.440.751
Oktober Rp 3.110.990.971 Rp 342.209.005
November Rp 1.719.013.514 Rp 189.091.486
Desember Rp 2.979.972.973 Rp 327.797.027
Total Rp 26.456.703.724 Rp 2.910.237.385

Sumber data: diolah penulis, 2024,
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat perhitungan PPN Keluaran yang
dilakukan CV XYZ hasil tersebut diperoleh dari menghitung tarif PPN sebesar
11% dikalikan dengan DPP. Jumlah Penjulan yang terjadi selama tahun 2023
yaitu  sebesar  Rp26.456.703.724  dengan pajak  keluaran  sebesar
Rp2.910.237.385. Perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan olch CV XYZ
sudah benar dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut pasal 11 Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2017, PKP wajib
membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh
persetujuan dari DJP. Persetujuan (approval) yang dimaksudkan DJP telah
menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokan informasi faktur dengan
aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa QR code pada
lembaran faktur pajak. Wajib pajak hanya dapat mencetak faktur setelah
memperoleh status  approval. Cara membuat faktur pajak keluaran
menggunakan Aplikasi e-Faktur DJP yaitu sebagai berikut:

1) Akses web Elektronik Nomor Faktur (Enofa) untuk melakukan konfigurasi
file sertifikat digital dan passphrase.

2) Lakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai dengan
jumlah faktur pajak yang akan dibuat dalam tiga bulan terakhir.

3) Login ke Aplikasi e-Faktur.

4) Input data NSFP pada menu “Referensi”, pilih “Referensi Nomor Faktur”,
klik "Rekam Range Faktur Pajak”.
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5) Selanjutnya klik menu “Faktur” kemudian masuk ke “Administrasi Faktur”.

= E-Faktur Pajak Direktorat lenderal Pajak (Simulasi) 2
Fite m Dokumen Lain SPT Referensi Mamdtmmllmmad Help
Pajak Keluaran B Administras laktm_l
Neni Pajak Masukan 15 Expont
NPV Retur Pajak Kgluaran +*  Import
'
t:: Retur Pajak Masukan »'
Role: Administrator
Versi Aplikasi: 1.0.0.432-Sim
Koneks:: Local
Database: ETaxInvoice
A

P

6) Muncul jendela baru berjudul Daftar Faktur Pajak Keluaran,

7) Klik “Rekam Faktur” untuk memilih detail transaksi. Kemudian muncul

jendela baru Input Faktur pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru.

8) Pilih nomor referensi yang diisi sesuai dengan catatan, persiapkan data driri

seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi lawan transaksi yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

9) Pilih jendela “Lawan Transaksi”.

10) Masukkan NPWP, nama lengkap, dan alamat untuk mencari lawan

transaksi.

11) Jendela terakhir setelah Lawan Transaksi adalah Detail Transaksi.

LU Input Faktur
Ookumen Transeks | Lawan Tramais Dot Tiamssus
nwus
ey
Vot Record § e
100 Perbaames | e «
| Ueng ks Pedracan Desw Peagensan Pujst (D°F)
et Pageh Puslambahen tiks (PPN
e Fumk Perjaning alas
v Barang Meawah (PPa8N)
.
. A= M Jung Form
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12) Pilih “Rekam Transaksi”, isikan data penyerahan BKP atau JKP, Lalu pilih

“Simpan” untuk menyimpan faktur pajak.

13) Setelah diarahkan ke menu “Administrasi Faktur” Klik “Perbarui” untuk

melihat data faktur pajak keluaran,

. IOOW_ : 1000 0 Aryv o @ Gupnes
SN0 W OAcwrsed Gukes
. 00 20 o Arod Gkees
| _lomm_i ;”‘)W_ _ Aprove Sukpes

0 Appy ovdl Subsey

PARS015 10 10 ® |
_ ARSI 0N e |
PARSI1S 1508 14
AN BI wos e |
DADS/013 02 W15

[ 4] '01-00‘-'!

3] Koom 4 Fiter
! s Py Ve s PEren [T Y VerPE R e p— Fetearon
I NSVM0 21000, Gamerd b S58MI80217 41 |
130000 0000 T oarovs Suses | 14mS1§ 021187 |

o AN

14) Pilih salah satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan diupload,
klik “Upload”. Kemudian klik “Yes” untuk melanjutkan proses upload.

— - - =

Anda memdih untuk mengupload 1 Faktur Pajak Keluaran
Faktur yang sudseh sisp dupload tidek dapat dwbsh lege.
Ands yakin ingin mengupload faitur ? i

e |

15) Selanjutnya akan tampil informasi sejumlah faktur pajak keluaran yang siap

diproses oleh uploader.

1 Faitur Pagak Kok wap S cieh Uploas i
P st an Uploader F aits Paat b elaran dystankan 09ar proses Upload dap st bertanguang l

=]
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16) Klik “Ok” dan status approva

I faktur akan berubah menjadi Siap Approve.

Untuk melihat perubahan status klik “Cari[I'3]” pada form dafiar pajak

keluaran.
17) Faktur pajak keluaran telah

dibawah ini.

siap unduh dalam bentuk file pdf seperti

Faktur Pajak

Koce dan Nomor Sert Faktur Paiak 010 0

Pengusaha Kena Paak

=1 Fla

N B '

NPWP 02, (L | % ]

Pembed Barang Kena Paak | Penenma Jasa Kena Pajak

Nama .

Aamat  JALAN "L con - vivime s v wa WIS Wa E R
YOGYAKARTA

NOWP 67 e

No B Kena P Harga Jual Penggantan/Uarg

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak MokaT
. T VANILLA KEMASAN
1 i 300 GRAM 208 108 107 90
e { COKELAT KEMASAN $00

L Pt - 26261261235
Harga Jual / Penggantian 470 720 720 00
D angs Potongan Harga 000
Diurangs Uang Muka 0 00
Dasar Pengenaan Pajak 470 720 720.00
Tota PPN $S1773273 00
Total PPRBM (Pajak Penjuaian Barang Mewah) 9%

Senua Serge bewntan yery benas Drenioral Jerceu Pt merguts berhwa F s Pam i ieah 350nGaargen secars swsdord srng

Noak dueruaan lands lensen Banah pads Fans Pam

B

i

““M'—ﬁ--—-‘-z—a-—-'—-——-"'-“—‘
~ -y

—— ———— T P WY . P, AN
e —— G T -y ———
— S P 4 -

KAB SLEMAN. 03 Agustus 2023

e
— S 1 2 T A PPN g e
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PPN Kurang/lebih bayar dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

PPN Terutang = PPN Keluaran - PPN Masukan

Perhitungan PPN Terutang di bulan September 2023:

PPN Keluaran Rp  72.440.751
PPN Masukan Rp 138.871.303
PPN Lebih Bayar (Rp  66.430.552)
PPN Lebih Bayar pada SPT yg Dibetulkan (Rp  60.391.021)
Kompensasi masa sebelumnya Rp -
PPN Lebih Bayar (Rp 126.821.573)

Pada masa pajak september 2023, CV XYZ terjadi lebih bayar sebesar
Rp66.430.552, namun ternyata masih terdapat faktur pajak masukan masa pajak
September yang terlambat diterima sehingga perlu melakukan perhitungan dan
pengkreditan PPN Masukan kembali. Oleh karena itu, perlu juga melakukan
pembetulan dalam lapor SPT Masa PPN yang mana menghasilkan PPN Lebih
bayar sebesar Rp60.391.012. Sehingga jumlah PPN Lebih bayar pada masa
pajak September 2023 sebesar Rp 126.821.573 yang akan dikompensasikan

pada masa pajak berikutnya.

Perhitungan PPN Terutang di bulan Oktober 2023:

PPN Keluaran Rp 342.209.005

PPN Masukan Rp 114.171.185

PPN Kurang Bayar Rp 228.037.820

Kompensasi masa sebelumnya (Rp 126.821.573)

PPN Kurang Bayar Rp 101.216.247
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Pada masa pajak Oktober terjadi PPN Kurang bayar sebesar Rp 228.037.830.
Namun, pada masa pajak September terdapat PPN Lebih bayar sebesar Rp
126.821.573 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya schingga PPN
Terutang pada masa Oktober yaitu Rp 101.216.247.

Perhitungan PPN Terutang di bulan November 2023:

PPN Keluaran Rp 189.091.486
PPN Masukan Rp 156.867.085
PPN Kurang Bayar Rp  32.224.401
Kompensasi masa sebelumnya Rp -
PPN Kurang Bayar Rp 32.224.401

Berikut ini rekapitulasi data perhitungan PPN Terutang yang dilakukan CV
XYZ periode 2023:

Tabel 4.3

Perhitungan PPN Terutang Tahun 2023

Masa Pajak Keluaran | Pajak Masukan | Kompensasi e ml;'ig;eb'h)
Januari | Rp  294.925.225 | Rp 161.179.661 | Rp - | Rp 133.745.564
Februari | Rp  238.990.991 | Rp 218.253.576 | Rp - | Rp  20.757.415

Maret Rp 217.897.613 | Rp 138.296.072 | Rp - | Rp  79.601.541

April Rp 165.535.135 | Rp  97.578.701 | Rp - | Rp  67.956.454

Mei Rp  345.113.703 | Rp 215.168.826 | Rp - | Rp 129.944.877
Juni | Rp 179.908.468 | Rp 117.468.089 | Rp - | Rp 62440379

Juli Rp  223.164.730 | Rp 155.481.216 | Rp - | Rp 67683514
Agustus | Rp  313.163.251 | Rp 252.302.302 | Rp - | Rp  60.860.949
September | Rp 72.440.751 | Rp 138.871.303 | Rp - | (Rp 126.821.573)
Oktober | Rp  342.209.005 | Rp 114.171.185 | (Rp 126.821.573) | Rp  101.216.247
November | Rp  189.091.486 | Rp 156.867.085 | Rp - | Rp 32224401
Desember | Rp  327.797.027 | Rp  175.159.998 | Rp - [ Rp 152637029
Total Rp 2.910.237.385 | Rp 1.940.798.014 | (Rp 126.821.573) | Rp 782.226.777

Sumber data: diolah penulis, 2024.
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Penyetoran PPN

PPN yang telah dihitung dan dikreditkan melalui e-faktur pada setiap akhir
masa pajak, selanjutnya CV XYZ wajib menyetorkan PPN Terutang kepada kas
negara sebelum jatuh tempo pembayaran. Berikut ini rekapitulasi data

penyetoran PPN Terutang yang dilakukan CV XYZ periode 2023:

Tabel 4.4
Tanggal Penyetoran PPN Terutang Tahun 2023
No. Masa PPN KB (LB) il Keterangan
Penyetoran
1 Januari 133.745.564 | 28/02/2023 Sesuai
2 Februari 20.737.415 | 30/03/2023 Sesuai
3 Maret 79.601.541 | 29/04/2023 Sesuai
4 April 67.956.434 | 31/05/2023 Sesuai
5 Mei 129.944.877 | 27/06/2023 Sesuai
6 Juni 62.440.379 | 31/07/2023 Sesuai
7 Juli 67.683.514 | 29/08/2023 Sesuai
8 Agustus 60.860.949 | 27/09/2023 Sesuai
9 September | (126.821.573) - Sesuai
10 Oktober 101.216.247 | 28/11/2023 Sesuai
11 November 32.224.401 | 22/122023 Sesuai
12 Desember 152.637.029 | 31/01/2024 Sesuai

Sumber data: diolah Penulis, 2024,

Berdasarkan dari data diatas, dalam menyetorkan PPN Terutang CV
XYZ tidak mengalami keterlambatan yang artinya telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 pasal 2A. PPN yang
terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN
disampaikan. Selama periode 2023 pada CV XYZ terdapat PPN Kurang Bayar
dan PPN Lebih Bayar. Jika terjadi PPN kurang bayar pada SPT Masa yang
akan dilaporkan, maka perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan

membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) di halaman DJP Online untuk
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mendapatkan kode billing. Sedangkan jika terjadi PPN Lebih Bayar dapat

dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).

Penyetoran PPN Terutang dapat dilakukan dengan langkah-langkah
dibawah ini:
a) Akses tautan atau link https://djponline.pajak. go.id
b) Login menggunakan NPWP dan Password akun DJP Online.

o | Cdjp

Login

NIK/NPWP/NITRU

Kata sandi

Lupa Kata Sandi ?

Login

~zzura Zaru” Daftar disind

Belum Menerima Email Aktivasi ?

c¢) Pilih tab ‘Bayar’ dan klik ‘e-Billing’.

® | cdp ;
CEACD - AT

</ billing

e oling

i

“Apabiia terdapat data yang (idax vesual ilakan Menghubuimgl KPP Adminnirel alag fong Pajer S0

— —-—
~,
Y

B reromaan B pexcon [ e o
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d) Input jenis pajak 411211-p
‘100-Masa’, kemudian isika

PN
‘ Dalam Negeri’ dan input jenis setoran
beserta jumlah yang akan (i

n Mﬂsa [’a'a poe ,
ctorkan, Jak dan Tahun Pajak yang sesuai

Jenis Pajak

4
. 1211005 Dalam Negeri v
Jenis 100-Masa
Setoran * =
Masa Pajak 1

0-Okx
& ober v 10-Oktober v
Tehun 2023
Pajak * i
Jumiah DR(Rp) v 101.216.247 |
Setor * i |
|

Terbilang Seratus Satw Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua

Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah i

e) Klik ‘Buat Kode Billing’, cek pengisian kode billing dan pilih ‘Cetak’.

Serazus Satu Juta Dua Ratus Enam E<las Rou Dua
Ratus Empat Puluh Tujub Rupish

Uraian

Apabila eda kesalahan dalam isian Kode Billing atau
: masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat
‘;7 kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada
| Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Catatan:

32

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

f) Gunakan ID Billing pada kode billing yang telah dicetak untuk dapat
melakukan pembayaran melalui teller bank, ATM, dan Mobile/Internet
Banking.

@ WEMENTERIAN KEUANGAN A | CETAKAN KOOE

DIREXTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

NPT v 7 S

NAMA (=8 8- ]

ALAMAT A

~oP

JENIS PAJAK @

JENIS SETORAN 100

MASA PAIAK 09.09

TAMUN PAJAK 2029

NOMOR KETETAPAN

AMLAM SETOR Rp 80 191 021

TERBLANG Enam Pulsh Juts Tigs Ratus Sembian Pulh Sary Aty Dus PUsA Sans
Rugaan

URALAN

NPWP PENYETOR 27 Il
NAMA PENYETOR ‘

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH IN) | INTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
10 BULNG comees [l W
MASA AXTIF 302023113507

Calwan  Apabeia ada kesalahan Seam man Kode BSng atay masa berlakunyd berashr Kode Biing
Gapat gbust ket st Tanggung Awad man Kode Billng ada pada Wajb Pajak yang namanya
e tom 8 dalamrya

Pelaporan PPN

PPN yang telah dipungut dan disetorkan selanjutnya harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuna (SPT) Masa PPN. Dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK03/2007 SPT adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
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pajak dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. SPT Masa adalah SPT untuk satu masa pajak.

Berikut ini adalah data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023 yang
dilakukan oleh CV XYZ:

Tabel 4.5

Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023

No. Masa PPN KB (LB) Tanggal Keterangan
Pelaporan
1 Januari 133.745.564 28/02/2023 Sesuai
2 Februari 20.737.415 31/03/2023 Sesuai
3 Maret 79.601.541 29/04/2023 Sesuai
4 April 67.956.434 31/05/2023 Sesuai
5 Mei 129.944.877 29/03/2023 Sesuai
6 Juni 62.440.379 31/07/2023 Sesuai
7 Juli 67.683.514 30/08/2023 Sesuai
8 Agustus 60.860.949 29/09/2023 Sesuai
9 September (126.821.573) | 22/12/2023 Sesuai
10 Oktober 101.216.247 22/12/2023 Sesuai
11 November 32.224.401 28/12/2023 Sesuai
12 Desember 152.637.029 31/01/2024 Sesuai

Sumber data: diolah penulis, 2024,

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis terkait pelaporan SPT
Masa PPN oleh CV XYZ, dapat diketahui bahwa pelaporan SPT Masa PPN
masa Januari sampai dengan Desember 2023 telah dilaporkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat pada akhir masa pajak bulan
berikutnya. Namun, pada masa September dan Oktober tahun 2023 terjadi
Pembetulan SPT. Pembetulan dalam pelaporan SPT Masa PPN terjadi karena
adanya faktur pajak masukan atas penerimaan BKP yang terlambat diterima di
Bulan Desember 2023, sehingga belum sempat dilaporkan sebagai pajak
masukan di Masa September 2023 dan Oktober 2023. Hal tersebut

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengkreditan Pajak Masukan. Oleh
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karena itu, perlu dilakukan pembetulan SPT ke-1 yang dilaporkan pada masa
pajak Desember 2023.

Pada saat pelaporan SPT Masa PPN, PKP wajib menyampaikan dalam
bentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui

https:/web-cfaktur.pajak.go.id/.  Sebelum melakukan pelaporan  harus

memasang sertifikat elektronik pada browser yang digunakan terlebih dahulu.

Setelah sertifikat elektronik terpasang, langkah-langkah pelaporan SPT Masa
PPN sebagai berikut:

a) Akses tautan atau link htips://web-efaktur.pajak. go.id/.

b) Login menggunakan Password Enofa atau Password PKP.

GUNAKAN PASSWORD AKUN PKP AN

ety s T I R it
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¢) Kemudian buka menu “Administrasi SPT”, pilih sub-menu “Monitoring

SPT, dan pilih “Posting SPT” untuk membuat SPT yang akan dilaporkan.

Shird
Sl g e
II i s R b g Yy e =
SRR M W e S e ) s s B D S
==

d) Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang akan dilaporkan, jika ingin
melakukan pembetulan SPT yang ke-1 maka pada tampilan pembetulan di

isi angka 1, lalu pilih “Submit”.

Posting SPT
Tahun Pajak * 2022 v TAHUN PAJAK
Masa Pajak * 4 . emmmwmmmemmmd  BLAN PAJAK O1 EFAKTUR

YANG MAU DIBAYARKAN

Pernbetulan ke . = 0

\‘ Cancel

e) Setelah SPT berhasil diposting akan muncul keterangan “Sukses Posting™,
dan terdapat 3 pilihan pada kolom “Action” yaitu:
1. “Buka” untuk mengisi SPT,
2. “Lapor” untuk melaporkan SPT yang telah diisi, dan

3. “Posting Ulang” untuk menghitung ulang dokumen-dokumen

pembentuk SPT.
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f) Klik “Buka”, untuk mengecek data SPT yang terposting apakah sudah
sesuai.

Monzoring SPT

KLIK PURA

Py PRI L - R e
i e m

Proses

Status

POSTING SUKSES POSTING

1- 02 0 LAPOR

SURSES LAPCR

g) Klik tab “Lampiran Detail”, pilih Lampiran Al, A2, BI, dan B3, lalu klik
“Tampilkan” untuk melakukan pengecekan keseluruhan lampiran formulir.
h) Selanjutnya klik tab “Lampiran AB”, jika rincian perhitungan sudah sesuai,

pilih tanda centang pada bagian pernyataan untuk mengonfirmasi bahwa
isian sudah sesuai, lalu klik “Submit”.

@ Buka SPT Masa Pajak 32022 Perbetulan ke 0

Lwnpr Detol Lampran A8

1 Rebap tyasi Peryerahan
I Rekapiulas Peroehan

1 Perhaungan PM Yang Daoat Divedtur

PERNVATAAN

DENGAN MENYADARY SEPENUMNYA AAN SEGALA MCBATNYA SAVA MENYATARAN BAMWA APA YANG TELAK SAVA B

ERITAHURAN [NATAS BESER™A
LAMPEAN LAMPRANN YA ADALAH BENAR LENGA AP

AS D TIDAK BERSTARAT
1 IS1CENTANG,
KOTAK DI ATAS 2 Sl
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i) Masukan sertifikat clektronik dari lokasi penyimpanan komputer, klik

“Open” lalu masukan passphrase.

File Sect fikat + Browse

Passphrase ¢ LTI

j) Setelah melengkapi Lampiran AB, klik tab “Induk”.

NG ATAS KEGIATAN MEVBANGUN SENDIR

AN KEMIBALI PAAK MASUKAN BAG! PKP GAGAL RE89300

ENLUALAN ATAS BARANG MEWAN
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k) Jika status SPT Kurang Bayar pastikan telah melakukan pembayaran
terlebih dahulu. Kemudian mengisikan NTPN/Nomor Pemindahbukun

(Pbk) untuk melunasi kurang bayar,

| PENVERARAN BARANG DAN JASA

i PENG=ITUNGAN PPN KUSANG LEE H BAYAR

A Pajak Keluar an yang harus dipungut sendin e
B PPN disetor dimuka dalam Masa Pk yang sama

€ Papk Masuhan yang dapat diperhitunghan
D PPN kurang atau (ledh) bayar (LA U B Q) 15

£ PPN hurang atau (iebih) bayar pada SPT yang dbetykan KLIK L AMBANG SEARCH,

F PPN kurang atau (iebih) dayar karena pembetulan (1.0-1E)

G PPN Karang baysr dlunas langi s (dd mm-yyyy)

Daftar S
ISI SESUAL BUKTI ]2 TULIS NOMINAL YANG DITRANSIER
27 WTRANSHER (SESUAL EFAKTUR)
1 KLIK NPTP -JIRA uur.sungg&:ll &:BAVARAN TRANSFIROKE
PEK I
KLIK PBK- JIKA ADA PEMBETULAN NTPN (MISALSALAH TRANSF LR, DLL)
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) Apabila status SPT Lebih Bayar, beri tanda centang pada kolom yang
sesuai. Pastikan kelengkapan SPT pada bagian VI sudah sesuai, selanjutnya
beri centang pada kolom pernyataan. Isikan Nama, Tempat, dan Tanggal
Pelaporan SPT, lalu isikan Nama dan Jabatan Penandatangan, klik
“Submit”,

e = 0

PIRRATAAN
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m) Klik “Lapor” untuk melaporkan SPT yang telah dilengkapi.

ol Proses Lapor SPT berhasii

n) Apabila pelaporan telah berhasil, setelahnya akan menerima Bukti
Penerimaan Elektronik (BPE).

Penvampaian SPT
> Direktorat Jend: 1

Berikut ini adalah Bukti Penerian Elektronik Anda.

Nama:@ H E R
NPWP:o. BBl B = B
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak: 11/11
Jenis SPT:PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal ; 32.224.401
Tanggal Penyampaian : 28/12/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 528892160981 =
Terima kasih telah menvampaikan Laporan SPT Anda.
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan kajian dan observasi yang telah dilakukan maka dapat diuraikan
mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada CV XY7.
Pertama, penulis melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran atas
penerimaan dan penyerahan BKP yang terjadi pada CV XYZ selama tahun 2023,
Selanjutnya, sctiap akhir masa pajak menghitung pengkreditan pajak masukan
terhadap pajak keluaran untuk mengetahui jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar.
Setelah itu, apabila terdapat PPN Kurang Bayar wajib menyetorkan PPN Terutang
dengan membuat SSP terlebih dahulu untuk mendapatkan kode billing yang
dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, CV XYZ melaporkan SPT
Masa PPN menggunakan form SPT 1111 dan dilaporkan paling lambat pada akhir

bulan berikutnya,

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap CV XYZ terkait PPN maka
dapat disimpulkan beberapa hal. PPN telah dihitung dengan benar dan sesuai
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021, baik PPN Masukan maupun PPN Keluaran.
PPN Terutang yang disetorkan CV XYZ selama tahun 2023 tidak pernah mengalami
keterlambatan dalam pembayaran sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa CV XYZ
telah sesuai dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam melakakukan
penyetoran PPN Kurang Bayar. CV XYZ sering mengalami kondisi PPN Kurang
Bayar. PPN Kurang Bayar terjadi karena dipengaruhi oleh adanya faktur pajak
pengganti, retur faktur, keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak, dan pembatalan
faktur pajak masukan. Selama tahun 2023 CV XYZ tidak pernah terlambat
melaporkan SPT Masa PPN, tapi pada masa pajak September dan Oktober terjadi
kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN disebabkan karena terlambat dalam
menerima faktur pajak masukan dalam transaksi PPN schingga perusahaan perlu
melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya

pada masa Desember 2023.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap CV XYZ dapat disampaikan
saran sebagai berikut, sebaiknya CV XYZ sebelum melakukan penyetoran dan
pelaporan PPN selalu memperhatikan kelengkapan faktur pajak baik faktur pajak
penjualan sebagai Pajak Keluaran dan faktur pembelian sebagai Pajak Masukan, Hal
itu dapat dilakukan dengan mencocokan data penjualan dan pembelian dari bagian
Akuntansi dengan faktur pajak yang telah diterima dan dikeluarkan oleh bagian
Pajak. Tujuannya untuk memastikan bahwa antara dokumen faktur pajak yang
diterima dan dikeluarkan oleh bagian pajak sudah sama dan sesuai dengan jumlah
pembelian serta omset yang terdapat pada bagian akuntansi, sehingga dapat
menghindari terjadinya kesalahan dalam penyetoran maupun pelaporan PPN,

mengingat perusahaan beberapakali melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
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Lampiran 1: Surat permohonan Praktik Kerja Lapangan

Y
Q> POLITEKNIK YKPN

Tvonan Rekiargs Palwan Wegana Yogriter

Nomor : 3S/POLTEK-YKPN/SekrIV2024 10 Febrven 2024
Hal . Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar folokopl kartu mahasiswe

Kepada : Kepada Yth
Hari Triwanta, S.E,CAT,BKP,CA
Kantor Kunsultan Psjak Harl Triwenla
JI Magelang KM 11, Dukuh Tridadi, Sleman, Yogyskera
0274 2882405

Dengan hormat,

Dengan Inl kami beritahukan kepsda BapaWlbu bahwa dalam rangks
menyelesaikan studinya, mahasiswa kaml diwajibkan untuk melakukan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas
Akhir (TA) dalam bidang akuntansl atau bidang yang memilki relevansi
dengan bidang akuntansl. Balas akhir penyelessian PKL sdalah tanggal 28
Juni 2024 sehinggs PKL paling lambat harus dimulal pada langgal 26 Fedruari
2024, o -

Sehubungan dengan hal lersebul, dengan Inl kami mengajukan permohonan
Prakiik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan Informas! tentang prosedur
teknis praklik akuntansi tertentu, sesual dengan permintsan mahasiswa, untuk
keperiuan penyusunan Tugas Akhir bagl mahasiswa sebagal berikut:

[No] Nomhs [Nama No.HP
1 |2020200087 |ARSELA INKA ARDETA 085156607895
2 |2020200088|DIAH SUPRIYATI 0895806437588

Atas bantuan dan kerjasamanya kaml ucapkan terima kasih.

Komps:

1 Gagal Ramung Mo 24, Salapan, Wegveison

Tolp.: (O274) S6)514 360199, 820117 faa (0274) 36199
ol poiiety o d | Webihe peletyhon x @
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Lampiran 2: Surat ijin Praktik Kerja Lapangan

B . KANTOR KONSULTAN PAJAK
ﬁ., / HARI TRIWANTA, S.E., Ak., CA.T., B.K.P., C.A.

1zin Prakuik Dirjen Pajak : KEP-4575/1P.B/P}/2019

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA
No. : 016/SKK/V/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARI TRIWANTA, S.E., Ak, C.A.T., BK.P., C.A.

Alamat : Karang Beteng Kr.IV Margoagung, Seyegan, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jabatan : Pimpinan Kantor Konsultan Pajak “Hari Triwanta,

S.E,Ak,CAT,BK.P,CA"

dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : DIAH SUPRIYATI
Asal Universitas : Politeknik YKPN
Program Studi : Akuntansi Perpajakan - D4
NIM : 2020200089

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
kantor saya, Kantor Konsultan Pajak “Hari Triwanta, S.E., Ak, C.A.T.,, BKP, CA",
terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 22 Mei 2024. Yang bersangkutan
telah mempelajari perhitungan, input dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh
Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
dan SPT Tahunan PPh Badan.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor saya, yang
bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik. Demikian surat
keterangan ini saya buat dengan sebenamya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Mei 2024

L;! -

HARI TRIWANTA, S.E., Ak, CA.T, BK.P, CA.

)

Jl.Magelang Km:A1§Tridadi; Sleman; DIY:(Hotel Prima SR ft’.!)
Telp.: 0274 288 0405 - 081'726'5972°E-mail * hari_triwanta@yahoo.com
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{ Lampiran 3: Fotocopi kartu mahasiswa

i

| = e it

| : SOESIN CBNI
| :
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Lampiran 4: Faktur Pajak Keluaran Standar masa agustus 2023

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Sen Faktur Pajak - 010 0

Pengusaha Kena Pajak

Mol 8 m

NPWP 02, L &)

Pembeb Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama ‘

Aamat  JALAN "% cov - cmmniie i ea e ——aim L aem 2y
YOGYAKARTA [~
NPWP 67 " s

No Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual PenggartianUarg

My a/Termn
1 . TVANILLA KEMASAN 500 GRAM
Po 425435 5x 420 208 108 107 %0
2 ==+ _{ COKELAT KEMASAN 500 GRAM
Ro42543552530 26281281235

Diurangl Potongan Harga 000
Dikwrang Uang Muka 0.00
Dasar Pengenaan Pajak 47072072000
Total PPN S17792m3 00
Total PPnBM (Pajak Penpualan Barang Mewah) 0.00

Sevusl Sergan hatertan yang bergku Dveniorat Jorde o Pass mengats barma F s Pam 0 lelah FANGIAGAN LCED SmtIrd Mt g
sk SoelANn anda lanoan basah pads F e Pas n

2

KAB. SLEMAN. 03 Agustus 2023

FENR T AN ot Pas - et S o Ovass @ s Fan e

O L R acm e Y m?."m-ﬂl."——n~
S 1) ) PPN S s se

— S . AP
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Lampiran 5: Surat Setoran Elektronik (SSE) masa september 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN R 1 CETAKAN KODE
DIREXTORAT JENDE RAL PAJAK BILLING

NPWP 027.

NAMA

ALAMAT JU

NOP

JENIS PAJAK ann

JENIS SETORAN 100

MASA PAJAK 0309

TAHUN PAJAK 2023

NOMOR KETETAPAN

JUMLAM SETOR © Rp 60321021

TERBILANG © Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu by Dua Puluh Sat

Rupiah

URAIAN

NPWP PENYETOR 927 R

NAMA PENYETOR i

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH IN1 INTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
ID BILLING c2s1 2485 [T H
MASA AXTIF S 301172023 113507

Catatan - Apabila ada hesalahan dalam isian Kode Billing alau masa berlakunya berakhsr, Kode Biiing
f dapat dbuat kembali Tanggung jawab isian Kode Biling ada pada Wajb Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya
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Data Pembayaran

NPWP

Nama WP

Alamat WP
- KAB. SLEMAN

gmm———e i im e .———

Kode Jenis Setoran

100

Jumlah Setor

Re. 101,216,247

h1ﬂ'ﬂ pajnk
Oktober - Oktober

Tahun Pajak
2023

NOP

Nomor Ketetapan

00000/000/00/000/00

Uraian

Nama Bank

. BANK SYARIAH

Nomor Transakei Bank

Tanggal Bayar
28-11-2023 01:30:07

NPWP Penyetor
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Lampiran 7 : Formulir 111 SPT Masa PPN masa November 2023

s ) - e AL PR S
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilal o 1114
(SPT MASA PPN)
| e e s a4 et e vt o e () e | P T
- .
ps -. WA =u B 000
s “H_ Rl - 00 S AT
- i) Fogut Y . —-— - :
— O T — 0 0o ) [ wegm rreaw
| PENYERARAN BARANG DAN JASA [ .
A Yemayg PN "
1 P i-‘/‘v 0_(])
} | Puvebe oy PN s g f et (D™ 171901351400 o 149 091 486 00
) i oy P s Mgt e g o [1)8 000 » 000
’ o Sovwte g TN s M g [Ds 000 o 000
e R O L 000 o 000
V| siinusuiiiian ~ 171901251400 &, 149071424 00
' § Tan hedey N » 000
b A L . 1719013514
l 8 PENGHTUNGAN PR KURANG BATARLEB M BATAR
g | e e v s s s o % 4 (O 19909148600
R § POV Sy Bl an Vs Pl gy v . 000
z C Py Vi rwy L Rpetiag e DL 156 867 085 00
’ O PPN oy s bt hw 84 48 80 ~___m
‘l L PPN g o el bayw para T pry R ~
1} 1 PPN kawy e (et bave L pertenien A0 10 »
l PPN sy bw S e 22/12/23 000 - AN BB3MAIPKL -__ o
! « P b e
! -<Dun.f-—~v'u.--- st - () smrr o s va 591 et
EL [y 10 7] ™ s b e -~ lJDh-nn..v..qm
, o snd 11 LR TR AR R . U;u—-u-uu-- LSy (-
I H ] St Baos e
; ' e bl wis N
|’ I e LEP Sass tege Pt Nt oe Porgmtein Pondshia
i '[ - T hRLE Aoty hma  ¥a Nt P s
} -D'-cl--.- TN S ase g Pegeten Peed -
- N TERY ) N
| ’ e L I 000
i i L ety > 000
| z € e avgyd st S
“ § | v pOMBATARAN KEWEBALI PAIAR MASURAN BAG PRP GAGAL B RPRODUS S
,l AN eyt Moot N s 000
L A D Y e e
¢ ¥ PAJAR PENAUALAN ATAS BARANG Wi WaN
! P g s g e ) J Y | §
’ 0 PO et G Ge Ve Pk oy e eI e———— (- B
l € PNV g o A haw 4 VB SC——— ]
“ D Mot Loy e T bave pads VT ey et M it
| PP Ny e Mt v famre Pt foL VX ~
t F PP g by Sonae wee - vy e
Wi BELENCAAPAN WPT
!' Comen 7 M ol "™ [l_jl—a'ﬁn E)"“L _ b Dsnlul\u
Fammy VAT L Rl i m‘—“.'h Dw" L l:]___—-—--—“"
KAB SLEMAN 2812 2023 prge——
et 5 Fegra toma
PERNYATAAN :
PIWAN WATIOMR TPTASANE AN S04 A M AN e mgs
SATE WENTATARAN SAMEA APA YASG TELAN Sava |
PR TARRAN (5 AT BEMIATA |AMS RN AR (3 o e—— n
KA NDeR NP JUAS DN TOM MATvas) [J - D'Il
g Pemsaw
N
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Lampiran 8: Formulir 1111 AB SPT Masa PPN masa November 2023

ittt T Ty o —————

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FOMMULI Y111 AB

B VI SN B b S - S—— -

1)

—-— cue

Ao "
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Dosen pembimbing, Wakil Direktur Bidang Akademik,
Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc. Yudi Santara S., S.E., M.SI, Ak,, CA,, BKP.
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